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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

jawaban atas persoalan dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam 

melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY 

Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY sebagai saran atau 

nasihat  yang diberikan kepada pejabat publik yang melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan 

DIY tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa sehingga 

penindaklanjutannya tergantung pada pendekatan moral atau 

mengedepankan upaya persuasif. Fungsi rekomendasi yang selama ini 

dikeluarkan oleh Ombudsman Perwakilan DIY adalah (a) Membantu 

menyelesaikan masalah; (b) Rekomendasi pemberian sanksi; (c) 

Mencegah maladministrasi; dan (d) Mengubah proses atau sistem.    

2. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman 

Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di 

DIY 

a. Kendala teoretis 

Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi 

rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan 
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pengawasan pelayanan publik di DIY adalah kurangnya 

pemahaman pemerintah DIY mengenai arti pentingnya suatu 

pengawasan. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya kepala 

daerah yang merasa tidak memiliki atasan untuk diawasi karena ia 

dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh lembaga lain bahkan 

Gubernur maupun Presiden sekalipun.      

b. Kendala yuridis 

Kendala yuridis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 

tidak adanya sanksi yang tegas bagi terlapor yang tidak 

melaksanakan rekomendasi. Sanksi yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor  37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan 

Peraturan Ombudsman RI Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan terlihat masih abstrak, 

yakni hanya dengan melaporkan kepada Presiden dan DPR serta 

dapat mempublikasikan terlapor/atasan terlapor.   

c. Kendala pelaksanaan 

Salah satu kendala Ombudsman Perwakilan DIY dalam 

melaksanakan tugasnya adalah terkait bobot atau kualitas dari 

rekomendasi. Hal ini ditandai dengan masih terdapat rekomendasi 

yang ditarik kembali oleh Ombudsman Perwakilan DIY untuk 

direvisi atau diperbaiki. Maka, tidak mengherankan jika masih 

banyak rekomendasi yang tidak ditanggapi oleh instansi (terlapor) 

yang dituju.  
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3. Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi 

Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan 

pelayanan publik di DIY 

a. Upaya mengatasi kendala teoretis 

Diperlukan pemahaman dari pemerintah mengenai Teori 

Pengawasan Terhadap Pemerintah. Sehingga pemerintah sebagai 

penyelenggara negara/pemerintahan mampu mengetahui dan 

memahami arti penting dari suatu pengawasan, yang merupakan 

prinsip checks and balances dari negara demokrasi dan negara 

kesejahteraan (welfare state). Apabila pemerintah dapat atau telah 

memahami Teori Pengawasan Terhadap Pemerintah, maka 

pemerintah dapat menerima dan mengakui Ombudsman Perwakilan 

DIY sebagai salah satu lembaga negara independen yang 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.   

b. Upaya mengatasi kendala yuridis 

Upaya yang ditempuh adalah dengan mengubah atau 

menambahkan rumusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Rumusan pasal yang hendak 

diusulkan adalah bahwa setiap rekomendasi bersifat memaksa dan 

mengikat bagi terlapor/atasan terlapor dan sanksi bagi pihak yang 

mengabaikan rekomendasi agar lebih dikonkretkan (tegas), yakni 

dengan cara melakukan penuntutan sampai pada usulan 

pemberhentian dari jabatan.  
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c. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan 

Upaya yang dapat dilakukan adalah ketika Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI ini direvisi atau 

diubah, sebaiknya dimuat rumusan pasal tentang tata cara dan 

teknik penyusunan rekomendasi. Hal itu dikarenakan mengingat 

sampai saat ini belum ada format yang resmi mengenai tata cara 

dan teknik penyusunan rekomendasi. Apabila tata cara dan teknik 

penyusunan rekomendasi tersebut dimuat, maka dapat dipastikan 

Ombudsman lebih mudah untuk menyusun rekomendasi yang 

ditujukan kepada instansi-instansi yang maksud.      

B. Saran 

Berdasarkan kajian penelitian ini, dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan masih banyak kekurangan atau kendala kewenangan 

Ombudsman Perwakilan DIY baik kendala internal maupun kendala 

eksternal, revisi atau perubahan UU Ombudsman harus dilakukan. Hal 

ini menjadi penting untuk perbaikan atau sebagai upaya memperkuat 

kewenangan Ombudsman RI maupun Ombudsman perwakilan yang 

ada di daerah-daerah.    

2. Guna mendorong Ombudsman Perwakilan DIY dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik, diperlukan dukungan anggaran yang 

mencukupi. Kendala dari segi anggaran ini merupakan salah satu  
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hambatan Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangannya.  

3. Sebagai lembaga yang mandiri serta bebas dari intervensi pihak lain, 

untuk dapat mengawasi lembaga internal Ombudsman itu sendiri, 

diperlukan pembentukan Dewan Pertimbangan Ombudsman. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah dan mengawasi  bila terjadi pelanggaran-

pelanggaran etik oleh anggota Ombudsman.         
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